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APBD TAHUN ANGGARAN 2018 

 

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan 

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah 

melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 

pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2018 

pada partai politik penerima bantuan di 15 wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan banparpol yang bersumber dari APBD TA 

2017 untuk tiga partai politik Kabupaten Murung Raya yang terlambat menyerahkan 

LPJ dan baru diperiksa saat ini. 

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Ada empat 

jenis kesimpulan yang diberikan yaitu Sesuai Kriteria, Sesuai Kriteria dengan 

Pengecualian, Tidak Sesuai Kriteria, dan Tidak Dapat Menyatakan Kesimpulan. BPK 

telah melakukan pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2018 sebanyak 136 partai politik 

se-Provinsi Kalimantan Tengah dengan total nilai bantuan sebesar Rp10,73 M dan telah 

dipertanggungjawabkan sebesar Rp10,72 M. Adapun hasil pemeriksaan/kesimpulan 

atas LPJ Banparpol adalah sbb: 

a. Sesuai kriteria, sebanyak 67 partai politik (49,26%); 

b. Sesuai kriteria dengan pengecualian, sebanyak 57 partai politik (41,91%) 

c. Tidak sesuai, sebanyak 2 partai politik (1,47%); 

d. Tidak menyatakan kesimpulan, sebanyak 10 partai politik (7,35%)  

Hasil pemeriksaan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik telah 

melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana banparpol dengan cukup 

baik dan tertib walaupun masih ditemukan adanya ketidakpatuhan yang material 

namun dampaknya tidak luas. Temuan ketidakpatuhan tersebut adalah bukti LPJ 

Banparpol tidak lengkap dan tidak sah dan penggunaan dana banparpol yang tidak 

sesuai prioritas (pendidikan politik dan operasional sekretariat). 

BPK mengharapkan pada tahun-tahun mendatang pertanggungjawaban 

Banparpol semakin baik, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh 

karena itu diperlukan peran aktif Badan Kesbangpol untuk melakukan pembinaan 

secara berkesinambungan kepada partai politik di wilayah masing-masing.   


